
RANCANGAN 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR…TAHUN… 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  

TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka menyongsong 12 Tahun disahkannya 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

DIY dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 

69; 

  b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor 

penerimaan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak 

kendaraan bermotor, perlu diberikan penghapusan sanksi 

administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor; 

c. bahwa mendasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) 

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur 

atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, 

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas 

pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan 

memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 

dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administratif 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang 



Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor    19 Tahun 

1950  tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827; 

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5339); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang Undang Nomor 3 

Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Undang Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang pembentukan 

Provinsi Djawa Tengah, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 1950 nomor 58);  

  6.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 6); 

  7.   Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 

Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA 

BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024. 

 

 



Pasal 1 

 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau 

lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan 

digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat alat berat dan alat-alat besar 

bergerak. 

2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB 

adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual 

beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam 

badan usaha. 

4. Pendaftaran adalah pendaftaran awal oleh wajib pajak di 

Bagian Unit Layanan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor. 

5. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY 

adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah 

Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan 

sebagai wakil Pemerintah. 

 

Pasal 2 

(1) Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB dilakukan 

terhadap pemilik Kendaraan Bermotor yang melakukan 

pendaftaran dan/atau pembayaran pada tanggal 01 Agustus 

2024 sampai dengan 31 Agustus 2024. 

(2) Penghapusan sanksi administratif Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menghapus sanksi 

administratif. 

 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

Pada tanggal  

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

Pada tanggal  

 

SEKRETARIS 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

 

BENI SUHARSONO 

 

 

 


